BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 75 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

Menimbang :

Mengingat

PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

bahwa untuk melengkapi Kebijakan Akuntansi
Pemerintah  Daerah, perlu menambah dan/atau
mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran
Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang ...
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat
Nomor 182);

Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 75)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 62);

MEMUTUSKAN: ...
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Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2022 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor
75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022
Nomor 75 ) diubah dan/atau ditambah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal & Agustus 2024

t Pj. BUPATI LOMBOK BARAT, ?

,77,,,44/

MHAM

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Agustus 2024

IL{};j. SEKRETARIS DAERAH
UPATEN LOMBOK BARAT,%

e

FAUZAN HUSNIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2024 NOMOR 3%



I

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN  AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH.

KEBIJAKAN UMUM

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan
penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan
umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan
keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Tujuan khusus kebijakan akuntansi adalah memberikan acuan

bagi :

a. penyusunan laporan keuangan dalam menyelesaikan
permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam SAP,

b. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah
laporan kuangan disusun sesuai SAP; dan

c. pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi
yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai
dengan SAP.

Ruang lingkup

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini

mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan

penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi :

a. lingkungan akuntansi ;

b. pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;

c. entitas akuntansi dan entitas pelaporan;

d. peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan
keuangan, serta dasar hukum;

e. asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan
manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip,
serta kendala informasi akuntansi;

f unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan,
dan pengukurannya;
g. jenis laporan keuangan; dan

h. definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan unsur
laporan keuangan.
Peranan Dan Tujuan Pelaporan Keuangan

Peranan Pelaporan Keuangan :

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang
dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode



10.

11,

159

Apabila  pengklasifikasian atas properti investasi sulit
dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan
properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan
dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha

sehari-hari,

Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam
menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi
dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah
penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau
lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan
oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan
keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;

Apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai
independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta

pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;

Jumlah yang diakui dalam Surplus/Deftsit untuk:

a. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;

b. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan
pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang
menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;

c. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan
pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak
menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode

tersebut.

12. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau

13.

mengembangkan properti investasi atau untuk pemeliharaan atau
untuk perbaikan peningkatan;
Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

X Pj. BUPATI LOMBOK BARAT, ?
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